
4. Uildang-undany ,,10111(11 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4197);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
LembaranNegaraRepubUkIndonesia Nomor 3299);

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepeqawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan LembaranNeqara Republik Indonesia Nomor
3890);

Mengingat

bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Pengawas
Benih Ikan pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara
PendayagunaanAparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/2001 tentang
Jabatan Fungsional PengawasBenih Ikan dan Angka Kreditnya dengan
Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara;

Menimbang

,
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

PERATURAN
MENTERIPE~DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PERI 52 IM.PAN/4/200S

TENTANG
PERUBAHANATAS

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 37jKEP/M.PAN/5j2001 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS BENIH lKAN DAN ANGKA KREDITNYA
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12. Peraturan PresidenNomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas,
Fungsi, SusunanOrganisasi,dan Tata Kerja Kementerian Negara.

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional PegawaiNegeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,dan Pemberhentian pegawai
Negeri Sipil (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 17);
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(4) Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Diklat fungsional
pengawasan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Benih
Ikan".

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a, selambat-Jambatnya 2 (dua) tahun sejak
pengangkatan dalam jabatan Pengawas Benih Ikan harus sudah
luJusDikJatfungsional pengawasanbenih ikan;

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang
dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka
kredit yang diperolehnyayang berasaJdari pendidikan, pengawasan
benih ikan, pengembangan profesi dan penunjang pengawasan
benih ikan setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit;

6. Tersedia lowongan formasi.

5. Setiap unsur penilaian pelaksanaanpekerjaan dalam Daftar
Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) atau prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan

4. Sekurang-kurangnya telah memiiiki pengalaman bekerja
selama 2 (dua) tahun di bidang pengawasanbenih ikan;

3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional
pengawasan benih ikan dan memperoleh sertifikat tanda
lulus;

2. Pangkat serendah-rendahnyaPenata Muda, golongan ruang
III/a;

1. Berijazah serendah-rendahnya 5arjana (51)/ Diploma IV
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan
PengawasBenihIkan;

b. Bagi PengawasBenihIkan Ahli :

4
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Ditetapkandi: J a k art a
Padatanggal: 27 April 2005

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PasaJ II

Ketentuan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara ini harus
dievaluasi kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini
ditetapkan."

"Pasal32A

2. Di antara PasaJ32 dan Pasal33 disisipkan1 (satu) pasal, yakni PasaJ32 A
berbunyisebagaiberikut:

TURNEGARA,



2. Undang-undang Nornor 9 Tahun 19R5 tentang Perikanan
(Lernbaran Negara lahun lY~j Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3299);

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 177
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas
Departemen, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan
Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Negara .Koordinator. Bidang . Pengawasan

.;'..~. ... ' '. .' :'.:<. :..'::.~e~~~guilan d~:P.tfnp~y'a~·A.P_~Negar~NQmo(.:.' r::·.:-,\~··"~:
'.' . '~\:.,:,:',::-::-::.~.::,'>.~~;:': .=>: :"5S@PIMK.WASPJ\N19/i999;··;"·;···:·' , : :'..~>" , '..:~',~:..:..y r->:".::~:,..~'.~

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang' perIu
menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan .Fungsional
Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya dengan
Keputusan Menteri N egara Pendayagunaan Aparatur
Negara;

1. Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lerubaran Negam Nomor 3890);

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA,

TENTANG
JABAT AN FUNGSIONAL PENGA WAS BENIH lKAN

DAN ANGKA KREDITNYA

KEPUTUSAN MENTER! NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: 37 IKEPIM.PAN/S/2001

: .'. ;- J ~;_. U:L ,'...,_.~'-~"'~1 ! . .: . '\..!.~,,; \.



4050;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Forrnasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindaban dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tabun 2000
Nomor 193,Tambahan LembaranNegara Nomor 4014);

.:'7.·.-PCra_.···:Pemetintah. Nomor 25. ·T.Uit·,2000, :teri~' .~'.. ,";'.:
.' 'r<~w~nang~"Pemerirtt~ d~ K~~~~~g~PropinSi' "

. sebagai Daerab Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
N~riior 54,'Tambahan LembaranNegaraNomor'3952);

6. Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tabun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Nomor 11 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1997 (LembaranNegara Tahun 1997Nomor 19);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan LembaranNegara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3482);

e .i. ••• . -,'·0 .. :'. .
. ." .
'; .~-". "
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2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam
surat Nomor K.26-20NI7-8/18, tanggal12 April 2001.

1. . Usul Menteri Kelautan dan Perikanan dalam surat Nomor
B647/Sj-DKP/l/2001, tanggal19 Januari 2001;

Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

'. :..~.:. !:..•• ", ,',. _ ... "-0' ': •.•..:.~:...; .
'. 15.' Keputusan Presiden' Nornor "177' "Tahun 2000 tentang

':: ".. .

14. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun
2000;

13. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4017);

Memperhatikan

. ~',' .-•.j': :':", ~'.'" •. ' '.:;-

.' . . '. .. ...~ .
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4. Pengawas Benih Ikan Ahli adalah jabatan fungsionaI
Pengawas Benih Ikan Keahlian yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya didasarkan alas disiplin ilmu pengetahuun.
mctodologi. dan teknik anal isis tertentu.

3. Pengawas Benih Ikan Terarnpil adalah jabatan fungsional
Pengawas Benih Ikan Terampil yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja
tertentu.

2. Pengawasan benih ikan adalah kegiatan yang rneliputi
': ..: .:."',..' -·.P~1ajari_.~~p¢Ci~s/varieiaSJldQlllinbrida'yang telah dilepas; ':: ::..-;... -.'- ..~ . :.;..'>'. "'>--.:' r: ""':-'-:~~tIl(iisi:·behlb,.-'p~ri~ji~" mufu.~-benili:"pe~ga~~~" _.'-. .-

peredaran benih/induk, sarana produksi, serta pengawasan
sumber daya benihlinduk.

1. Pengawas Benih Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan benih ikan.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN DAN ANGKA
KREDITNYA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

· -'.' .:..
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Tugas pokok PBI adalah menyiapkan, meJaksanakan,
menganalisis, mengevaluasi, mengernbangkan, dan melapor-kan
kegiatan pengawasan benih ikan sella percdarannya.

PasaI4

(2) PBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), hanya dapat
diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

(1) PBI berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidangpengawasan benih ikan pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional Perigawas Benih Ikan yang selanjutnya
dalam keputusan ini disingkat PBI, tennasuk dalam Rwnpun
Ilmu Hayat.

Pasal2

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
POKOK

BABII

6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Benih Ikan.

5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Pengawas Benih Ikan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

p.
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c. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan
Fungsional PBI;

b. Mengajar pacta pendidikan dan pelatihan;

a. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya;

4. Penunjang tugas PBI, meliputi:

c. membimbing PBI di bawahjenjangjabatannya.

b. Menerjemahkan/penyaduran buku dan bahan-bahan
lain dibidang perbenihan perikanan;

a. Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang
perbeniban perikanan; .

3.
. ,', . '0.:.

_"
0" '••, ~

c. Melaksanakan pengawasan benih ikan;
• ',' :'. • - '." •••• :.~.. • : .'. "II • ",

: . -, '. . .. ';', ':'. ' .. :.···.:c . _:a ,,0,. 0:. ',. ~ .-':. :
Pengenibangan profesi, meliputi: - "" .' . ;.,

.. .,.
~.-'

b. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan benih ikan;

a. Menyusun rencana pengawasan benih ikan;

2. Pengawasan benih ikan, meliputi:

b. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang
Pengawas Benih Ikan serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau
sertifikat.

a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

1. Pendidikan, meliputi:

Unsur dan sub unsur kegiatan PBI yang dinilai angka kreditnya
terdiri dari:

PasalS

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIAT AN

BAB III

..
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1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

a. PBI Pelaksana:

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang PBI Terampil
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dari yang
l;;i\:llddt! sarnpai (kngan l\.'rtinggi yaitu:

4.PBI Utama.

3.PBI Madya;

2.PBI Muda;

I.PBI Pertama;

b. PBI Ahli, terdiri dari:

- ..
• .. '. .. • '-.<~:'"." .• ' .-..::-:~...... : ' ... '. . "

,'.

2.PBI Pelaksana Lanjutan;

.. .:.:., "J~PBfp.enyelia;.....:.>':':':~': ~'.><'.<':... .... -,...... ..' .

I.PBI Pelaksana;

a. PBI Terampil, terdiri dari:

(2) Jenjang Jabatan PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:

(1) Jabatan Fungsional PBI terdiri dari PBI Terampil dan PBI
Ahli.

Pasal6

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

BABIV

f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

e. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;

d. Menjadi anggota dalam organisasi profesi;

, ;

.. '," ,

...
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2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

!. Pembina Utama Madya, golongan wang IV/d;

d. PHI Utamu:

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

e. PBI Madya:

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

1. Penata, golongan ruang IIIIe;

" ",. '. '. b '.: PBI' Muda" .. ' ' .:. ..''' .":' ':~'.,. " ;.:,.... .... '. . . ': '. ,':.. :. . . .....". '~'~:".

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIIb .

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

a. PBI Pertama:

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang PBI Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dari yang
terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

1. Penata, golongan ruang lIIIe;

c. PBI Penyelia:

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

b. PBI Pelaksana Lanjutan:

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

2. Pengatur, golongan ruang Il/c;

..
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.' ' ••• '!. ,"

13. Memeriksa proses penggelondongan (PH): di
sawah, tarnbak, bak, jaring apung, kolam, dan
lain-lain;

12. Merneriksa proses produksi penujahan alarm:

11. Memeriksa perlakuan terhadap peralatan:

7. Memeriksa fasilitas (saran a dan prasarana)
wadah pemeliharaan;

8. Memeriksa perlakuan terhadap unit peralatan;

9. Memeriksa pengelolaan cara perbanyakan
induk/bibit: proses produksi;

10. Memelihara fasilitas (sarana dan prasarana):
perawatan induk;

a. PBI Pelaksana, yaitu:

1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka
penyusunan rencana kerja;

2. Menyiapkan tempat, alat, dan bahan tingkat
lapangan;

3. Menyiapkan bahan dan peralatan laboratoris
tanpa perlakuan;

4. Menyiapkan dan memelihara ikan untuk
adaptasi keunikan, keseragaman, dan
kemantapan dalam rangka penilaian
species/varietaslstrainlklonlhibrida;

5. Menyiapkan dan memelihara ikan untuk
, . '._'," . , ., _'. ,pemeriks~. fisik;:;;~X:~{;~»;i:~:::'::';:i.' rx !:.,.:; ,T•;:;:i;··;~.~~:-:;~U;";·.-(Sanuui·..·dan
, r, '. .'. suplai air (kualitas dan kuantitas);

(1) Rincian kegiatan PBI Terampil, sebagai berikut:

Pasal7

BABY

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERlKAN ANGKA KREDIT
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15. Melakukan pengujianlpemeriksaan fisik;

pengernasan/pclabelan;
panenpascapenanganan14. Memeriksa

13. Memeriksa proses produksi pcnanganan panen:

suplai air;

10.· Memeriksa kualitas pembuangan air;

11. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana)
pembenihan (induk, pemijahan, penetasan telur,
pendederan larva/benih);

12. Memeriksa proses produksi pendederan larva
(PI);

-, .. '. t.~.~.:,';:·,~.(;t;,,:~..~~~:·~~;s:!~"\\::i·!;)0;·.":;'.~".~;::"::;.-~.~.
. '" ..

. 9. Memeriksa fasilitas (sarana dan prasarana)

15. Mengamati produksi induklbenih hasil tangkap
di alam;

b. PBI Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Mengumpulkan data primer;

2. Menyiapkan bahanJperalatan laboratoris dengan
perlakuan;

3. Menyiapkan dan memelihara ikan untuk
pengujian fisiologi;

4. Melakukan pengambilan contoh untuk
pemeriksaan di laboratorium uji;

5. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi dalam
rangka penilaian penerapan Standar Nasional
Indonesia (SNI);

6. Melakukan penilaian sistem mutu produksi
induklbibit dalam rangka sertifikasi;

7. Memeriksa pengelolaan induk/bibit;

14. Memeriksa penampungan penanganan pasca
panen;

r- :.. ,

.. .' ~..~-; '.'.:



12. Memeriksa pengujian/pemeriksaan kimia;

13. Melakukan pengumpulan data informasi pasar;

1I. Memeriksa jenis dan mutu dalam transportasi
pada penanganan pasca panen;

prosedur operasional;

8. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana): cara
seleksi induk;

9. Memeriksa perlakuan pembuangan air;

10. Memeriksa proses produksi penetasan telur;

calonseleksi

,. :; .. '. seleksi induk/isolasi bibit; .

6:··:>Me~ •. '. peIigel~I~:

induklisolasi bibit;

7. Melakukan· penilaian sistem mutu produksi
benih dalam rangka sertifikasi memeriksa

' .••. *•.

"

4. Memeriksa fasilitas penggunaan bahan (pakan,
pupuk, obat-obatanlbahan kimia);

5. Memeriksa fasilitas (sarana/prasarana) menilai

2. Melakukan UJI mutu di laboratorium
menyiapkan, mengamati dan mencatat
pengujian genetik;

3. Memeriksa prosedur operasional pasca
sertifikasi;

16. Melakukan inventarisasi, permohonan
pendaftaran pedagang, dan menyusun klasifikasi
pedagang;

17. Mengamati kondisi sumber daya benih/induk
(kualitas lingkungan perairan);

18. Mengamati kondisi sumber daya benihlinduk
(lokasi penangkapan).

c. Pengawas Benih Ikan Penyelia, yaitu:

1. Melakukan pengamatan pencatatan dan
pengolahan data adaptasi keunikanl
keseragamanlkemantapan;

II



9. Memeriksa kemampuan teknik pembenih;

10. Memeriksa proses produksi dengan manipulasi
lingkungan;

11. Memeriksa mutu benih yang dihasilkan;

12. Melakukan pengujian/pemeriksaan biologi;

13. Mengamati peredaran benih/induk dalam
negen;

l-l. Menilai kemampuan teknis penanganan,
pengemasan, dan transportasi;

(2) Rincian kegiatan PBI Ahli, sebagai berikut:

a. PBI Pertama, yaitu:

1. Mengolah data;

2. Melakukan pengamatan dan pencatatan
pengujian fisiologi;

3. Mengamati pengujian organoleptik dan
mikroskopis;

4. Melakukan penilaian penerapan SNl proses
produksi induklbenih;

5. Memeriksa perizinan lahan pemeliharaan;

6. Menilai kemampuan teknis pembenih produksi
induklbibit;

7. Memeriksa fasilitas perizinan laban
'. ,'," .. , p,~¢~.At~a~;· .. .: . :.... _. ~ ,..- ~...... r'.. . ,

"··8. . Memeriksa penggunaan bahan (pakan,: pupuk, .'
obat-obatanlbahan kimia, dan lain-lain);

14. Mengamati kondisi sumber daya benihlinduk
(cara penangkapan benihlinduk alam);

15. Mengamati kondisi sumber daya benihlinduk
(cara penampungan).

12



11. Melakukan pengolahan data dalam rangka
penilaian penerapan SNI;

induklbenih;

induklbenih/penggunaan
pembenihan;

10. Melakukan penilaian penerapan SNI metoda uji

penerapan SNI
saran a produksi

penilaianMelakukan9.

15. Melakukan pengecekan mutu, pengambilan
contoh benihlinduk dan sarana produksi
benihlinduk yang beredar untuk pemeriksaan;

16. Melakukan pengambilan contoh dan pengiriman
air/media penampungan dan pengemasan
benihlinduk untuk pemeriksaan;

17. Mengamati reservat benihlinduk hasil
penangkapan;

18. Mengamati cara pengemasan.

b. PBI Muda, yaitu:

1. Melakukan anal isis dan evaluasi;

2. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi;

3. Melakukan uji mutu di laboratorium:
melakukan kompilasi danpengolahan data;

4. Melakukan pemeriksaan fisiologi dalam
merencanakan pengujian;

5. Melakukan pemeriksaan fisiologi: melakukan
kompilasi, pengolahan, analisis data, dan
menyusun laporan;

.' . ,- ..
6. .' Mel~' ·penierlks~.···'fisik; .':':riie~en~anak~

pengujian fisik ikan;

7. Melakukan pemeriksaan fisik: melakukan
kompilasi, pengolahan, analisis data, dan
menyusun laporan;

8. Melakukan pengambilan contoh untuk
pemeriksaan di laboratorium uji dalam rangka
penarikan species/varietas;

13



14

4. Melakukan UJl mutu di laboratorium:
merencanakanpengujian genetik;

c. PBI Madya, yaitu:

1. Menyusunkonsep reneana;

2. Membuat rancangan pengujian dalam rangka
penilaian speciesl varietas/strain/klon/hibrida;

3. Melakukan analisis hasil pengamatan
keunikan/keseragaman/ kcmantapan;

21. Melakukan penilaian kemampuan pedagang
kemampuanpengelolaan usaha; .

22. Melakukan inventarisasi benihlinduk hasil
penangkapan di alam;

23. Mengamati kondisi sumber daya produksi
benihlinduk.

.... .

19. Melakukan kompilasi dan pengolahan data
pengujian fisik, kimia, biologi terhadap sarana
produksi benih/induk;

20. Mengamati peredaran benihlinduk, eksporl
impor;

12. Memeriksa prosedur operasional pra sertifikasi;

13. Memeriksa peruntukan lahan pemeliharaan
dalam rangka penilaian sistem mutu induk/bibit;

14. Memeriksa mutu induklbibit yang dihasilkan;

15. Menilai kemampuan pembenih kemampuan
pengelolaan produksi induk/bibit;

16. Memeriksa peruntukan lahan pembenihan
dalam rangka penilaian sistem mutu produksi
benih;

17. Memeriksa kemampuan pembenih yaitu
kemampuan pengelolaan usaha pembenihan;

18. Memeriksa proses produksi dengan manipulasi
hormonal;



15

" .~."

It<. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
kegiatan pcngawasan peredaran benih/induk dan
sarana produksi benih/induk;

10. Menyusun rencana penilaian dalam rangka
penilaian penerapan SNI;

11. Melakukan analisis hasil penilaian SNI;

12. Melakukan evaluasi dan menyusun hasil
pemeriksaan sistem mutu produksi benih dalam
rangka penilaian sistem mutu produksi
induk/bibit;

·J3...: .Melakukan' evaluasi ..dan. .menyusun '. hasil
'. penilaian siste;n'~~tu pr~dhbi"be~ih; .'. ", ',., " .

14. Menyusun rencana kerja dalam rangka
pengawasan sarana produksi benih/induk;

15. Melakukan analisis dan menyusun laporan
pengawasan sarana produksi benihlinduk;

16. Melaporkan kasus pemalsuan yang timbul
dalam rangka peredaran benih/induklsarana
produksi benihlinduk;

17. Menjadi saksi ahli dalam kasus peredaran
benihlinduk dan sarana produksi benih/induk;

., .

8. Melakukan analisis dalam rangka pemutihan
species/varietas;

9. Melakukan analisis dalam rangka penarikan
species/varietas;

5. Melakukan UJI mutu di laboratorium:
menganalisis dan menyusun laporan hasil
pemeriksaan genetik;

6. Melakukan inventarisasi species/varietas hasil
pengujian adaptasi dan uji laboratorium;

7. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sifat­
sifat species/varietas dalam rangka pemutihan
species/varietas;



8. Melakukan pengkajian untuk pelabelan dan
pelabelan ulang dalam rangka penilaian sistem
mutu produksi induklbibit;

rekomendasi penerapan
Sukarela/Revisi SNl:

menyusun
Wajib/SNl

dan
SNI

pengkajianMelakukan7.

usulan
rangka

5. Menetapkan deskripsi dan menyusun
pemutihan specieslvarietas dalam
pemutihan specieslvarietas;

6. Menetapkan usulan penarikan specieslvarietas;

2. Melakukan penilaian daya adaptasi keunikan,

~,;:>(?;/:t;~'.•.:": '.'.'.~".,:.'.';1:"·~~~!O'~'.·)~,,;~i~>,:?;~:;I~~Ai
. .. species/varietas lainnya hasil pengujian adaptasi

dan uji laboratorium;

4. Menyusun usulan galur harapan;

d. PBIUtama, yaitu:

1. Mengkaji dan menyempurnakan konsep
rencana;

21. Mengamati kondisi sumber daya mutu
benihlinduk hasil pemulian;

22. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
pemantauan sumber daya benihlinduk;

23. Melakukan kegiatan karya tuJislkarya ilmiah
dibidang perbenihan;

24. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan­
bahan lain dibidang perbenihan perikanan;

25. Membimbing PBI di bawahjenjangjabatannya.

19. Menyusun rencana pelaksanaan pemantauan
sumber daya benih/induk;

20. Melakukan inventarisasi benih/induk hasil
pemuliaan;

16



Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PBI yang sesuai
dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 ayat (1) dan (2), PBI lain
yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatan
tersebut dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

Pasal8

(4) PBI Pertama sampai dengan PBI Utama yang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan
penunjang tugas PBI diberi nilai angka kredit sebagaimana
tercantum pada Larnpiran II Keputusan ini.

.. .' . -., _-

(3) PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia yang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan
penunjang tugas PBI diberi nilai angka kredit sebagaimana
tercantum l?ada ~~piran I .Keputusan ini.

9. Melakukan pengkajian untuk pelabelan dan
pelabelan ulang dalam rangka penilaian sistem
mutu produksi benih;

10. Melakukan pengkajian dan evaluasi laporan
sebagai bahan tindak Ianjut dalam rangka
pengawasan sarana produksi benihlinduk;

II. Menyusun rekomendasi tentang peredaran
benihlinduk dan saran a produksi benihlinduk;

12. Memberikan rekomendasi kondisi sumber daya
benihlinduk sebagai bahan tindak lanjut.

13. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah
dibidang perbenihan perikanan;

14. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan­
bahan lain di bidang perbenihan perikanan;

15. Membimbing Pejabat PBI di bawah jenjang
jabatannya.
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(4) Rincian kegiatan PBI dan anzka kreclit masing-rnasing
unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). untuk PBI
Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan untuk PBI Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok PBI sebagai tersebut dalam
pasal 5 angka 4.

c. Pengembangan profesi.

b. Pengawas Benih Ikan;

a. Pendidikan; .

(2) Unsur utama, terdiri dari:

. ,'"..

a. Unsur utama;

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam rangka memberikan
angka kredit terdiri dari:

PasallO

2. PBI yang melaksanakan tugas pengawasan benih ikan di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sarna dengan angka kredit dari setiap butir
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II
Keputusan ini.

1. PBI yang melaksanakan tugas PBI di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II
Keputusan ini.

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
ditetapkan sebagai berikut:

Pasal9
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(5) PBI Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
IIIid setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit yang
berasal dari unsur utama.

(4) PBI yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat pada tabun pertama dalam masa jabatan
yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada
tabun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit
sekurang-kurangnya 20% (dua puIuh persen) dari jumlah
angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatanpengawasan benih ikan.

(3) PBI yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
, ' . -: ,,/. " YIiIP& pj~ntulqui_1JJltt.Jkkenaikan jabatan/pangkat setingkat

.. ~. '.,'". ~'!'.'" :..::....>:,.: ..; ·-.'~.·:..7'·,,·-~::'.:.'.. :,'~"."~', .~ .:',: " : ..": ' .
.. ' ,':: '. ':-,: 'i; ::;:'',(:' ,~~~b!:l:t~;.::,}:i:Pigi~;::d}se!.~".ihal'l ..angka kredit tersebut

, ".,.. ',!.'(6perhltutigkaD:", untuk kenaikan jabatan/pangkat
berikutnya.

(2) Untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat Iebih tinggi
menjadi PBI Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai dengan PBI Utama pangkat
Pembina Utama, goIongan ruang IVIe, diwajibkan
mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua betas) angka
kredit dari unsur kegiatan pengembanganprofesi.

h. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka
kredit berasal dari unsur penunjang.

a. sekurang-sekurangnya 80% (delapan puIuh persen)
angka kredit berasal dari unsur utama;

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus
dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat
diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat PBI
Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III dan PBI Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Keputusan ini dengan ketentuan:

Pasalll
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(2) Penilaian dan penetapan angka kredit PBI dilakukan
sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu
3 (tiga) bulan sebelum peri ode kenaikan pangkat Pegawai
Negeri SipiI.

(1) Penilaian terbadap prestasi kerja PBI oleh Tim Penilai,
dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah
angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal13

P,ENlLAIAN -DAN P~~E~~ AN ~GKA KREDlT

BABVI

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) buruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima)
orang.

b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis
pembantu.

a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;

(1) PBI yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya
ilmiah dibidang pengawasan benih ikan, pembagian angka
kreditnya ditetapkan sebagai berikut:

Pasal12

(6) PBI Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit
yang berasal dari unsur utama.



(2) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dibantu oleh:

e. Pimpinan Instansi lain eli luar Departemen Kelautan
dan Perikanan atau serendah-rendahnya Pejabat
eselon II yang ditunjuk bagi PBI Pelaksana sampai
dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai
dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan
masing-masing.

d. KepaJa Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
fungsi pengawasan benih ikan bagi PBI Pelaksana
sampai dengan PB~ Penyelia dan PBI Pertama
sampai dengan PBI Muda yang bekerja di
lingkunganPemerintahDaerah Kabupaten/Kota.

c. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan bagi PBI Pelaksana sampai
dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai
dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan
PemerintahDaerah Provinsi.

b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur
lenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih
ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan bagi
PBI Pelaksana sampai dengan PBI Penyelia dan PBI
Pertama sampai dengan PBI Muda yang bekerja eli
lingkungan Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana
Teknis lingkupDepartemenKelautan dan Perikanan.

a. Direktur lenderal yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan
dan Perikanan bagi PBI Madyar pada Departemen
Kelautan danPerikanan dan instansi lainnya.

(1) Pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit adalah:
j
;

Pasal14

•

.. '
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......

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit
Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota,
dan Tim Penilai Instansi terdiri dari:

Pasal15

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dibentuk Iebih dari 1 (satu) Tim sesuai dengan
kemampuan menilai, jumlah, dan lokasi PBI yang dinilai.

Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Instansi
bagi pimpinan Instansi lain di luar Departemen
Kelautan dan Perikanan atau serendah-rendahnya
Pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Instansi.

e.

d. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat
Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota
yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan,
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupatenl
Kota.

C. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Provinsi
bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Provinsi.

b. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Unit
Kerja bagi Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan
dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Unit Kerja.

a. Tim Penilai Jabatan Fungsional PBI Tingkat Pusat
bagi Direktur Jenderal yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan
dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat.



a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sarna dengan
jabatan/pangkatPBI yang dinilai;

(3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim
Penilai Provinsi, Tim Penilai KabupatenlKota, dan Tim
Penilai Instansi adalah PBI dan/atau pejabat lain di
lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan atau
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kotaatau Instansi lainnya, dengan ketentuan:

e. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Kelautan
dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim
Penilai Instansi.

d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
fungsi pengawasan benih ikan untuk Tim Penilai
Kabupaten/Kota;

c. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi
pengawasanbenih ikan untuk Tim Penilai Provinsi;

b. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal yang membidangi fungsi pengawasan benih
ikan pada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk
Tim PenilaiUnit Kerja;

a. Direktur Jenderal yang membidangi· fungsi
pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan
dan Perikananuntuk Tim Penilai Pusat;

(2) Pembentukandan susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat,
Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi, ditetapkan
oleh:

d. Sekurang-kurangnya4 (empat) orang anggota.

c. SeorangSekretarismerangkap anggota;

b. SeorangWakil ketua merangkap anggota;

a. SeorangKetuamerangkap anggota;
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. Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim
Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal17

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai
Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
KabupatenIKota, dan Tim Penilai Instansi yang ikut
dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota
Tim Penilai.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim
Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai
Provinsi, Tim Penilai KabupatenIKota,dan Tim Penilai
Instansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1
(satu) masajabatan.

Pasal16

(5) Apabila Tim Penilai belurn dapat dibentuk karena belum
memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka
penilaian prestasi kerja dilakukan oIeh Tim Penilai
KabupatenIKota, atau Tim Penilai Provinsi lain, atau Tim
Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat

(4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Pus at, Tim Penilai
Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga)
tahun.

c. Dapat aktifmelakukan penilaian.

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai
prestasi kerja PBI;



4. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada
Kepala Dinas KabupatenIKota yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan, untuk angka kredit PSI Pelaksana
sarnpai dengan Penyclia sarnpai dengan PBI Pelaksana
sampai dengan PBI Penyelia dan PHI Pertama sampai
dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah KabupatenIKota.

3. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi
pengawasan benih ikan, untuk angka kredit PBI Pelaksana
sampai dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai
dengan PBI Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi.

Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian
atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen
Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat eselon II yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang membidangi
pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan dan
Perikanan, untuk angka kredit bagi PBI Pelaksana sampai
dengan PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI
Muda yang bekerja di lingkungan kantor pusat dan di Unit
Pelaksana Teknis lingk_up. Departernen Kelautan dan
Perikanan.

2.

1. Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
yang membidangi fungsi pengawasan benih ikan pada
Departemen Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas
Provinsi, Kepala Dinas KabupatenIKota yang membidangi
pengawasan benih ikan, Pimpinan Instansi lain di Iuar
Departemen Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon II
yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal yang membidangi
fungsi pengawasan benih ikan pada Departemen Kelautan
dan Perikanan, untuk angka kredit PBI Madya dan PBI
Utama di lingkungan masing-masing.

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

Pasal18

.'
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Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari Jabatan Fungsional PBI ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Pasal20

BABVII

PEJABATYANGBERWENANGMENGANGKAT
DAN MEMBERHE~IKAN D~AM DAN.

DARIJABATAN

," .."

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(l), tidak dapat diajukan keberatan.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oIeh pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan
jabatanJpangkat PBI sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Pasal19

5. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada
pimpinan instansi lain di luar Departemen Kelautan dan
Perikanan atau serendah-rendahnya Pejabat eselon II yang
ditunjuk, untuk angka kredit PBI Pelaksana sampai dengan
PBI Penyelia dan PBI Pertama sampai dengan PBI Muda
yang bekerja di lingkungan masing-masing.
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(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang­
kurangnya bernilai baik dalam I (satu) tahun
terakhir.

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
golongan ruang IIYa;

3.Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang­
kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

..?<:y '.~~~~i.s.\:~~;''i:~~:~_i: _;";::_-:_:...~.,.;_..-:
1".' BenjazaIi: sereildah;.rend~ya S~'~~ (S-1);

Diploma IV· dibidang perikanan, atau bidang
lain yang berkaitan dengan PBI yang ditetapkan
olehMenteri Kelautan dan perikanan;

2.Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda
Tingkat I, golongan ruang IIIb;

1.Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan
TingkatAtas;

a. Untuk PBI terampil harus memenuhi syarat:

(1) PegawaiNegeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan
ini telah bertugas di Bidang Pengawas Benih Ikan
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat
disesuaikan dalam Jabatan Fungsional PBI dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal21

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDITNYA
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d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang­
kurangnya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional
dibidang PBI dan memperoleh sertifikat tanda lulus;

b. Pangkat serendah-rendabnya Pengatur Muda Tingkat
I, goIongan ruang IIIb;

a. Berijazah serendah-rendahnya D II dibidang
perikanan, atau bidang lain yang berkaitan dengan
PBI yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan;

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam
jabatan PBI Terampil hams memenuhi syarat sebagai
berikut:

Pasal23

(2) Disamping hams memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pengangkatan PBI didasarkan
pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara.

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan PBI, seorang Pegawai
Negeri Sipil hams memenuhi angka kredit kumulatif
minimal yang ditentukan.

Pasal22

SYARATPENGANGKATANDALAMJABATAN

BABIX

b. Untuk PBI Ahli sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI Keputusan ini.

a. Untuk PBI Terampil sebagaimana tercantum pada
Lampiran V Keputusan ini;

...
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c. usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum
mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir
yang didudukinya.

b. memiliki pengalaman dalam kegiatan PBI sekurang­
kurangnya 2 (dua) tahun;

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 dan 23 ayat (l) atau ayat (2);

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain
kedalam jabatan PBI Terampil atau PBI Ahli dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal24

(3) Penentuan jenjang jabatan PBI Terampil dan PBI Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang
diperoleh yang berasal dari pendidikan, pengawasan benih
ikan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas
pengawasan benih ikan setelah ditetapkan oIeh pejabat
yang berwenang meiletapk~' angka kredit. .

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang­
kurangnya bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir.

c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional
dibidang PBI dan memperoleh sertifikat tanda lulus;

b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan
ruang III/a;

a. Berijazah serendah-rendahya Sarjana (S-1)lDiploma
IV dibidang perikanan atau bidang lain yang
berkaitan dengan PBI yang ditetapkan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan;

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali
dalam jabatan PBI Ahli harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
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a. PBI pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat 1
golongan ruang IIIb sampai dengan PBI Pcnyelia
pangkat Penata golongan ruang IIIIc; dan

I. Dalam jangka waktu 5 (lima) tabun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi bagi:

PBI dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

Pasal26

PEMBEBASANSEMENTARA~PENGANGKAtAN
KEMBALIDANPEMBERHENnAN

DARIJABATAN

BABX

PBI Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi PBI Ahli
apabila yang bersangkutan memiliki ijazah Sarjana (S-1)/
Diploma IV dibidang perikanan, atau bidang lain yang
berkaitan dengan PBI yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan.

Pasal25

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarna dengan
pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperolehnya
yang berasal dari pendidikan, pengawasan benih ikan,
pengembangan profesi, dan penunjang tugas pengawasan
benih ikan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang­
kurangnya bemilai baik dalarn 1 (satu) tahun terakhir.

·'
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(2) PBI yang diangkat kembali dalam jabatan semula
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dapat
menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan
yang berasal dari prestasi dibidang pengawasan benih ikan
yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan PBI
setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

(1) PBI yang telab selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat
kembali dalam jabatan semula.

Pasal27

7. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

6. Cuti di luar tanggung jawab negara, kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau

5. Ditugaskan secara penuh diIuar jabatan PBI; atau

4. Diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; atau

3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan
tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis
hukuman disiplin penunman pangkat; atau

b. 25 (dua puluh lima) angka kredit bagi PBI Utama
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV Ie; atau

a. 10 (sepuluh) angka kredit bagi PBI Penyelia pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang IIIId; dan

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
sekurang-kurangnya:

b. PBI Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
IWa sampai dengan PBI Utama pangkat Pembina
Utama golongan ruang IV/d.

•
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Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
KepegawaianNegara.

Pasal30

PENUTUP

BABXII

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka penambahan
pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, PBI dapat
dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain,
sepanjangmemenuhi persyaratanjabatan yang ditentukan.

Pasal29

PERPINDAHAN JABATAN

BABXI

3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan
tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin
berat berupapenunman pangkat.

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tabun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 26 angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan; atau

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal26 angka 1, tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi; atau

PBI diberhentikan sementara dari jabatannya apabila:

Pasal28
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K'_"p""PBI

:MENTER!NEGARA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2001

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal33

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri
Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
581KEPIMK.WASPAN/911999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak
sesuai lagi dengan ketentuan dalarn Keputusan ini, dapat
diadakan peninjauan kembali.

Pasal31
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